BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti

dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

1. Penerapan mediasi penal oleh penyidik terhadap tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Bone Bolango hanya bisa
dilakukan bila korban meminta penyelesaian perkaranya melalui
mediasi namun hanya untuk beberapa kekerasana tertentu saja yang
tidak menimbulkan luka berat atau menyebabkan kerugian besar bagi
korban. Dari permintaan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik bisa
menggunakan diskresianya untuk dilakukannya upaya mediasi penal
yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak.

2. Faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan mediasi non
litigasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Bone
Bolango diantaranya adalah faktor hukumnya itu sendiri (termasuk
undang-undang), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas
yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni
masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.

5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa

saran yang dapat penulis berikan antara Lain:
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1. Dalam pengaturan mediasi non litigasi, diharapkan pemerintah

seharusnya dapat membuatkan undang-undang yang mengatur secara
khusus tentang proses penyelesaian perkara melalui mediasi non litigasi
sehingga penyidik kepolisian dalam hal ini bertindak sebagai mediator
dapat menjadikan dasar untuk dilakukannya penyelesaian perkara
mediasi non litigasi.

. Dalam penerapan mediasi non litigasi, diharapkan penyidik kepolisian
yang bertindak sebagai mediator pada tindak pidana kekerasan dalam
rumah tangga dapat berpatokan pada undang-undang tentang mediasi
non litigasi sehingga tidak lagi menggunakan kewenangan diskresinya
yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia;

. Dalam kendala dan upaya proses mediasi non litigasi terhadap tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan pemerintah dapat
mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk bisa merefisi
kembali undang-undang tersebut dengan memasukan proses
penyelesain perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi

non litigasi atau mediasi penal.
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